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TENTANG

PENGEIPLIIAIT I(EUANGAN DESA I

DENGAIT RAIIUAT TI'IIAI{ YAITG UAIIA ESA
BTTPATI BUOL,

: a. batrwa Desa memilki kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan . - Desa, pelakeaaann
P'embangunan Deqa, pembinaan kemasyarakatan Desa, ,dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

b. batrwa Desa. untuk membiayai pelalcsanakan kewena4gan' sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlg diangga*bn
dalam APB Desa;

c-. bahwa 4al*t rangka pengerolaan ApB Desa secara tertib,t"3t pada rketenhran peraturan penrndang-und,angan,
efiiien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan Keuangan
Desa;

d. bahwa berdasarkan p"rti*u"ttgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huuf b, dan huruf c perlu penetapkan
Perahrran Daeratr tentang pengeloraan Keuangan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar. Negara Republik
Indonesia 1945;
pndanq-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembenhrkan gabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Icmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor IZ9, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ggoo), sebagairnana
telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tatrun 2000 tentang perubatran'Atas undang-
undang Republik Indonesia Nomor sr ratrun 1999 tcntang
Pembcnhrkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Iembaran Negara Republik
.Indone-sia Tahun 2oo0 Nomor 28, Tanbatran L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
undang - undang. Nomor 6 Tatrun 2ol4 tentang Desa
(Irmba.Tan Negara Republik Indonesia Tatnrn 2ol4' Nomor..
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7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor
saeS);
Undang:Undang Nomor 12 Tatn:n 20l f tbnteng
Pembenhrkan Peratqral Perrrgdang-Undangan ('Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tanbatran Iembaran Negara. Republik Indonesia .Nomor

523a\
Undang+Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintatran . Daeratr (fumbaran. .Negara Repqblik
Indonesia Tahut 2OL4 Nomor 244, Tanbahan. ftmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbaSflirnana tclah
diubatr dengan, Peraturan Pemerintah Pcrrganti Undang-
Undang' Nomor 2 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan atas
Undang-IJndang Nomor 23 Tahun . 2OL4 t€ntang
Pemerinfahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahdn 2OL4 Nomor 246, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemqrintatr Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan {lirmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO5 Nomo4 '137, Tambatran Iembaran Negara Rcpr$lik
Indonesia Nomor a575);
Perah:ran Pemerintah Nomor 43 Tallun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undar.rg -'Undang Nomor. 6 Tatrun
2OL4 tantang Desa (kmbaran Ncgara Republik Indbnesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambatran Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Perahrran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2ol4 tentang Dana
Desa (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Ngmor 168, Tarnbahan Lembaran Negare Republik
Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturarr lr{enteri Dalam Negeri Nomor 1rg rahul 2oL4
tentang Peggelolaan Keuangan Desa @erita Negara
Republi\ Indonqsia Tahun 2OL4 Nomor 2O98[
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; L .BABI
f,ETETTUAIT I'UT'U

Pasd I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan : :

1. Peoerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten Buol' '

2. Daerah adalqh lbbuPaten Buol.

3. Bupatiadalah BuPatiBuol.
4. Desa adalah kesatuan,masyatakat hrkum y"tg memiliki batas - batas

wilayah yang berwenang r,rntuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdesarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dal dihormati dalam sistem Pemerintahan Negala Kesatuan

Republik Indonesia.
5. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai'unaur

penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintahan Desa ad^alahlpenyelenggaraan urusan pemcrintahan olch
Pemerintah Desa dan Badarr Penrrusyawaratan Dpsa dalam mengatul dart
mengurus kepentingan rnasyarirkat set€mPat berdasarkan asal - usul d8n
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistcm
Pemerintahan Negara Kesatrrran Republik Indonesig..

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah ldmbaga
yang merupakan pdrwujudan demokrasi,dafam. penyelerlggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintatr dcea.

8. Anggaran Pendapatarr dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangen tahunan pemerintahan Negara. yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditet.fkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

l0.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pcndapatan
Negara yang diperuntukkan bagi desa yarrg ditransfer mclalui Anigaran
dan Pendapatan Belanja ;Daerah dan digunakan untuk mernbiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemayarakatan, 1{an pemberdayaan masyarakat'

ll.Keuangan Desa,adalah. sesua hak dan kewajiban desa dal'am rangka'
penyelenggaraan peme-rintafraq desa yang dapat dinil,ai dcngan uang

termasuk didalamnya segalq bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban desa tersebg[
12. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa ada}ih dana yang be:rsumber

dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa

13. Alokasi Dana Desa yang, selanjqtnya disebut ADD adalatr persen tase dalra

dari APBD yang bgrsumper aari,bagian dana perimbangan keusngan pusat

dan daerah yang diterifna oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengart

aloksi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan bemr

alokasi dana berdasarkan variable dari indikator'
l4.Ttansfer ke Daerah a@lah, bagian dari belanja Negara dalam rangka

mendanai pelaksanaan :desentralisasi fiscsl berupa dana pcrimbangan,

dana otonomi khusus, dan dsrattransfer lainnya.

l#r**
', '*''Y-'

.:;:;,:
r*r*,..
i;trF!rdrrc

rffi_
ffiii.tHffi;.
'#ffi'
d Jit,

I ,, :.:

'.:

*;iE;f.,
ffit@di;@@r'ffi+
EF-+'
t&tEgij;tr
$::i,

':

't'F :-

HIE$"ii,
ffie&-
ffilri
E-R



15. pajak Daerall yqng selaajqtnya disebut Pajak adalah .iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribddi itau badan kepala Daerah tanpa imbalan

langsung yajlg seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemer,intahan Daerah dan Pembangunan Dqerah

l6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 5rang

khusus disediakan daa/atpu diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan'

17. Sumber Pendapatan Desa adafah sumber penerimaan Desa yang berasar

dari Pendapatan Asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belarda
Negara, bagian dari hasil pajaF daeratr dan retribusi daeratr. kabupatcn,
Alokasi Dala Desa yang nerupakan bagran dari dana perimbangan yang
diterima kabupafen, bentuan keuangan dari Anggaran Pendapatiin dan
Belanja Daerah:Provinsi darr Angaran Pendapatan dan Belanja DacFah
Kabupaten, hibah dan sumbangarl yang tidak mengikat dad Pihak Ketiga
dan lain - lain pendapatan desa yang sah.

lS.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tatrdnan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPQ yang ditetapkar-r dengan
peraturan Desa.

lg.Rekening Kas Umum Negara, yahg selanjutrrya disingkat RKUN, adelah
rekening tempat'penyirdpanan uang Negara yang ditenhrkan oleh Mer*Cri
Keuangan selalcri Bendbhara lJmum Negara unb,rk menaropung selunih
penerimaan Negara dan merirbayar seluruh pengeluaran Negara pada barik
sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjurnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyiqrpanan ,uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar selunrh
pengeluaran daerah pada banJ< yang ditetapkan.

BAB II
KEUAIIGA.II DESA
lncien pertana

Asasr{8as Pongololeao Koua+gat Deea'

Pas&f 2
Keualgan Desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif sesuai l<etentuan
peraturan perundang-undanggn : berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipasi serta dilakuk;n dengan tertib dan disiplin anggaran.

Be3ian Xsdua
Ko{udg&air Kourngaa Deca

i"."r s i

Penyelenggaraan urusan pemepintatran desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarekatan .desa, dan pemberdayaan masyarakat desi
yang menjadi kewenangan desa diilanai dari APBDes, alokasi APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kdbupaten.
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i Bagbn Ketiga i

Kedudutsn t(su-ngnn lbpslr Doga ,r-'' Peranghrt Den I

t,

, Peset 4
Kepala Desa darr Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap'bulan
dianggarkan pada APBDes bersunber dari Atokasi Dana Desa.
Pengahasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat. Desa
seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tatrun dalam
APBDes.

Pa8el 5
Kepala Desa yang tetah berqk\ir masa kerja sesuai dengan rnasa baktinya
dan diberhentikan dengan ho4rnat berdasarkan Surat Keputusan Bupati,
diberikan tanda penghargagn ,dan/atau sejumlatr uang hrnai sebesar 3
(tiga) kali penghasilan dalan APBDes dan ditetapkan dengan .Keputusan
tsupati.
Kepala Desa yang diberhentikan tidak menyelesqiikan 'masa kerja sesuai
masa baktinya tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana dirriakeud
pada ayat (1).
Bag penjabat yang metaksrinakan tugas penggantian Kepala .Desadiberikan penghasiisn ssrnaideggan penghasilan Kepala b"o.

:ii
. ,Qlan Lconprt

Pengbfturg3n pqnghasnrr; Kepald D."" d,"q
. . 

pe5angtat Desa :

I

: plsal 6
(1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa unhrk penghasilan tetap Kepala Desa ..

da' perangkat desa menggunakgn penghihrngal s.ebagail"rt ., : :a' ADD yang berjumlah ta:rang dari Rp.50O.0OO.OoO,Op (lima rertus jurn
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perserahre);

b. ADD yang berjunlah Rp.soo.ooo.o0o,oo (lba rqhrs juta rupiatr)
sampai dengan Rp.700.O9O.OOO,O0 (tujuh ratus juta rupiatr) dig.lttak";
maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD vang berjumlatr leQih dari Rp.7Oo.00o.O0O,0O (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.90O.0OO.OOO,O0 (Sembil4n ratus jura rupiah)
digunarcan maksimal 407o (empat pulutr perseratus); dan

d. ADD yang be{umlah lebih dari Rp.90O.0OO.OOO,OO (Sembilan rahrs juta
rupiah) digunakan maksiPd;30% (tiga puluh perseratus).

(2) P_engalokasian batas maksipgf sebagaimana dimalcsud pada ayat (l)
ditetapkan dengan mempgrtipbangkan efisiensi, jumlatr peralgkat,
kompleksitas tugas peinerint4han, dan letak geogralis

(3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :

a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa paling sedikit TOo/o (tujuh puluh perseratus) dari

penghasilan tetap Kepala Desa per flltas, dan
c. Perangkat Desa selai5r Sekretaris Desa paling sedikit SOo/o (lima puluh

perseratus) darr penghasilan tetap Kepala Desa per bulan

(1)

(21

(3)

I

I
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(4) Besararr penghasilan tetap Itepgla Desa dan Perangkat Qesa sebagaimana

,limqksud palda ayat (3) drtePpthn dengan Per,atrrr'an Bupaf'

8"d"" bttEs
TfrqlanprlXepala llesa d''n Perengtst Deer

Pasaf 7

(1) Selain menerima penghAsilafr tetap sebegaimana dimaksud Pasal 6, Kepala

Desa dal pera4gkat desa mcngrima ttrnjangan dan Penerimdan lain yartg

sah.
(2) Tr.rj1jangan dan penerirnaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) bersu:rrber dari APbDesa darr berdasarkan ketentuan.peraturian
perundang-undangan.* .

(3) Besara4 tunjangan dan penfrimaan lain yang satr sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan denlan Peraturan Bupati.

'

Trrnja'gan dan peniri-.-rit inir"rm tp.r" Dese dan Perangkat Desa

terdiri ' I 
'

a. Tunjangan Jabatan ;

b. Honor Kegiatan ;

Psssl 9
Penentu'an pengahasilan tetap ja*1"*"- tunjangan lainnya yang dibbrikan
kepada Kepala Desa dan PerahgEat Desa, serta tunjangan yang diberil€rt
kepada BPD, ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicanturnkan
dalam APBDes :

.:[ I i

i i SABIII
SUUBER PEXTDAPATAN DE8A

Plg|en Pottamr
Je-lq Pendapatra Dego

Fassl fO
(1) Surrrber Pendapatan Desa terdiri atas :

a. pendapatan Asli Desa, t?r* terdiri dari hasil usatra desa, hasil aFet
desa, hasil kekayaan'desa, hasil swadaya dan partisibasi, hasil gotong
royong, dan Lain - l"it pendapatan asli desa yang satr'; i

b. Alokasi dari Anggararr Pe4dapatarr dan Belanja.Negara; :

bagi hasil pajak daeratr pating sedikit lQo/o unhrk desa dan dari
retribusi daerah paling rse4ikil lOo/o diperuntpkan bagi desa dari
pealisasi penerimaan hasilipajak dan retribusi daeratr kabupaten ;

bagran dari dana perimbangan keuangan pusat dan dabrah yeng
diterina oleh daerah unhrk desa paling sedikit 10olo setclah aikurangi
Dana Alokasi Khusus, yeng,pembagiannya r:nhrk setiap Desa secara
proposional yang menrpaldan Alokasi Dana Desa; 

:

banhran keuangan Dari :Anggaran dan Pendapatan Bo.laqia Daerah
Provinsi dan Anggarari Perldapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;.
hibah dan sr:mbangan yang Sd+ mengikat dari pihak ketiga;'dan'

i:;ir
';

d.

t
I
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g.i lain - lain pendapatan desa yang sah'

(21 surnber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah,' Pemerintatr Provinsi dau

Pemerintah Daerah. i ,

(3) Sumber pendaperta' desA yang berasal dari penyeraha' urusan

kewenangan kabuPaten'

' Patal 11 |

(1) pencairan dana dalam rpkening kas desa ditandatengani oteh Kepala Desa

dan Bendahara Desa.

(2) sumb", e"rrJ"patan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal l0 diterima

da' disal'rkan melalui iekeiring kas desa serta dibukrrkAn.melalui buku

kas desa, penggunannya ditetapkan dalam APBDesa

Pasal 12

(1) Sumber aset desa terdiri dad : '

a. Tanatr kas desa yang meliputi Pembelian oleh Desai
b. Tanah ulaYat; i

c. Pasar Desa ; , :

d. Pasar Hewan ;

e. Tambatan Perahu ; i

f. Bangunan Desa i : :

g. Pelelangan ilcan yang'dikelold oleh desa ;

h. Pelelangan hasil pertaniani
i. Hutan milik desa; r

j. Mata air mitik desa;
k. Pemandian rlrmJ,m,

l. Aset lainnya milik desa ; ,

(2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud
antaralain: i r

a. Kekayaan desa yarg dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APIID, serta
APBDes; 

:

b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis;
Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain,- lain sesuai dengan ketentuan. perahrran
penrndang-undangap; i .

c. Hasil kerjasama desa; dan
d. Kekayaan desa yang beragal dari perolehan lainr.rya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa
yang ada di desa dapat qihibeh+al kepemilikannya kepada desa.

(4) Kekayaan milik desa yang bempa tanah disertifikatkan atas narna

Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan milik desa yang i telah

Kabupaten dikembatikan kePada
unhrk fasilitas umum. I

pada ayqt (l) huruf I

aianUit alih oleh Pemerintah Daeratr
desa, kecuali .yang sudah digwakut

(6) Bangunan milik _desa harus dilengkapi dengan bukti stahrs kepernililran
dan ditatausahatran secdra tertib.
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(1)

Pasaf 13

Dalasr upaya peningkatan'pendapatan asli

mendirikan Badan Usdha MiUk Desa yang

Desa.

ketentrran:

d.esa, Pemerintatr Desa daPat
ditetapkan dengan Peraturan

(21 Bentuk Badan Usalra Milik Desa adalah badan hukum seb. agaimana diahrr

dalam perr.rndang - undangan yang berlaku'

lP"or r+
(1) Sumber-sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak

maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah prisat,

pemerintah Provinsi dan pemerintah daeratr tidak dibenarkan adgnya

pungutal ta:n$4tran atau sbUagai sr:rnber pendapatan Pemerintah Desa.

(21 pungutan retribusi yang telatr dipungut oleh desa tidak dibe.narEan

dipungut atau diambi{i' alih oleh pemerintah Provinsi. atau pemeri4tAh

daerah. . 
l

, lPssal 15
(1) Pengalokasian bagran dari hasil pejJ-a-t retritusi daerah sebagainana

dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dilalcukan berdaserkan

a.600/o (enam puluh perserattrs) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
dan

b.4Oo/o (empat puluh perseratusl dibagi sec€rra proporsional realisasi
penerimaan hasil pajat( dan retribusi dari desa masing - maoing

(2) Pengalokasian bagran dari ,hasil pajak dan retribusi daeriah kabupaten
kepada desa ditetapkanrdengar! Peraturan Bupati. ;

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan P.erahrran Bupati.

(1)

P8s8t 16
Sumbangan dad pihak titiga kepada Pemerintatr Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat {U huruf f dapat bbrbenhrk hadiah, donasi,
wakaI, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan
dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penprrnbang
kepada desa ;

Sumbangan berbentuk bargng, baik barang bergerak rnaupun, barang
tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa
sesuai dengan ketentuan penrndang-undangan yang berlakr: ; .

Sumbangan yang berbentuk uang dicarrtumkarr didalam APBDes.

i

iPasat 17
Pir$n"teur desa dapat berasal dari :

a. Pemerintatr pusat,pemerintatr Provinsi,dan pemerintatr dacratr ;

b. Bank pemerintatr ;

(2)

(3)

c.
d.
e.

Bank pemerintahdaeratl; ; i i

Bank swasta ; dan l

l,ain-lain yrLgsatr sesuai peratuiran perundang-undang4rr yang berlalnr. ,

.;

ll
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(2)

pinjaman Desa seleg.iynana dinaksud dalasr pasal t6. dilaPto ol"h

pemerintah p"*irtJ-a BPQ setelah mepdapat pengesahan.*ti Brrpati'

Kepala Desa melalnrk4n penandatanganan pinjarnan setclah memenutri

syafat-syarat yang aitetaptan sesuai dengarr ketentr:an Peratura'

Penrndang-undangan'
(3) Pinjaman Desa dicantumkan didalam APBDeS'

Paeal 19

(1) Pinjaman Desa digunakan untuk : 
-

a. Meningkatkan pendapatAn asli desa

b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkarr pendapatan desa ;

Pssal 18

dan
c. Menambahkan/menyertAkan modal pemerintah

usaha milik desa, dan atau usaha-usaha lain'
desa tidak ddPat digunalen untuk

' Pasal 22

{

&

desa kepada badart

membia5;ai belanja
(21

(3)

(1)

(21

pemerintahan desa
e"ttgg*taan dan pengemb.ltT pinjarn desa dicantumkan dalan APBDeS

irl

' ! Pas&l 20 ' ',

Dalam upaya pengelolaan trotensi desa serta gr+na meningkatkAn

pendapatal asli desh serta guna meningkatkan Pendapatan AsU

Desa,pemerintah d,esa' dapat melaksanakan kedasama' dcngan pihak

ketiga atas persetujuan^ BPD
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ay-at (1)'

meliputi antara Lain kerjasarna diUiAang manajemen, opdrasional, bantran
teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagr hasil. '' '

(3) Hasil usaha kedasama dengan pihak ketiga dicanhrmkan dalam APBDqsl

, ,Pasal 21
Sr:mber pendapatan desa sebagpimana dimatrsud dalarn p""at 10, eP
perencanaan pengunaan pengbasilan dari sumber-sumber pendapatarr desa

dikelola melalui APBDes- 
,

(1) Sumber pendapatan desa dikelola oleh desa dimanfa4tl€n seperluhnya

untuk kepentingan . penyelenggaraan pemerintahan, pelakasanaan

pembangr.rnan, pembinaan kemasyarakataSr desa da.n Pemberdayaan

masyarakat desa-
(21 pengelolaan kekayaan desa oteh pihak ketiga dilal,rukan atas persetujuan

(3) ?:*t"-t bempa tanah kas desa yang disewakan pada pihak ketiga paling

lama 1 (satu) tahun atas pqrsett$uan BPD dan dapat diperpanjang setiap

tatrunnya sesuai kebutuhan. 
'

(4) Kerjasama tentarrg pengelolaan kekayaan desa dengan daeratr lain atas

persetujuan BuPa.ti
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Pasal 23

Kepata desa adalah pemegang keln:asaal pengelolaan keuangan desa'

Dalam melaksanakan kelarasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekr:asaannya

yaqg berupa perencanaan, , pelaksanaal, penatausatraan, pelapOran

Lpia" perangkat desa'

: rr':', j ll
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Pasal 24

Ketentua' rebih la'jut mengenai pengeloraa' ke'a'gan desa sel-:agairna'a

dimal<sud datam pasal 22 diatur dengd peraturan desa'
.

P8!8f 25
pedomal pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

diatur dengan perahrran Bupati.

Bqglan Ksdur
,Fengclotarn Dann D€88

, , i : .Pesal 26
Dana Desa bersumber'dari belarrja Pemerintah Pusat yang diarnggarkan

secara nasional dalam APBN setiap tahun.
Dana Desa sebagaima4a,limaksud pada ayat (li ditransfer melalui APBD

Kabupaten r:nhrk selanjutnya ditrarrsfer ke APBDes. 
:

i 'P.ot ZZ

Besaran Dana Desa setiap desa dihihrng berdasarkan juml€h pcnduduk,

luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa

sebagaimana dimaksud pad? ayat (1) dihitr,rng dengan bobot

a. 3Oo/o (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa; t

b. 2Oo/o (dua puluh per seratrrs| untuk luas wilayatr desa; dart

c. 50% (lima puhrh per serqtusJ untuk angka keniskinan desa: 
,

firrgt"t kesulitan gegefafis sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)

ditentukan oleh falrtor yang meliputi
a. Ketersediaarr pelayanarr dasa-r;

b. Kondisi infrastrulrtur; :

c. Transportasi; dan
d. Komunikasi desa ke kabuPaten.

Data jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan

tingkat kesulita4 geografis sgbagaimana dimalcsud pada eyat,(l) bersumber

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

P8ra128
Dala Desa disalurkan oleh P,emerintalr kepada Ibbupaten

(1)

(21

(1)

(21

(3)

i

(4)

(1)

l
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(2) Penyaluran Dana Desd sebag.rimana dimaksud.pada ayat (t) dilakukan

dengan cara pemindahbuluan dad RKUN ke RKUD.

(3) Dala Desa sebagaimlala, diinaksud pada ayat (21 disalurkan oleh

Kabupaten kePada desa.

(4) Penyaluran Dala Desa sebagaimana dimaksud pada eyat (3) dilalqkan
dengas cara pemindatlbulnian'dari RKUD ke rekening kas desa'

Pasat 29
(1) Apabila ApBD kabupaten belum ditetapkan ma.ka penyaluran Dana Desa.

dapat dilakukas setetatr ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
(2) penyaturan Dana Desa aari ruCUD ke rekening kas d'esa dilalarkan setelatr

:

APBDes ditetaPkan
(3) penyaluran Dana Desa d€ngan . cara pemindahbukuan dari ITKLJD' ke'

rekening kas desa dilalrukan'paling lambat'7 (hrjuh) .hari ki4fa setelatt

diterima di kas daerah. t

(1) Dala Desa digunakan untuk :membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(2) Dana Desa sebagaimaha dimalcsud pada ayat'(l) dipriqritasknn' rrnhrk
membiayai pembangunan dart pemberdayaan masyarakat r

(3) Penggunaan DAna Desa mengacu pada Rencana Pembangunarr Jangka
Menengah Desa dan Rencaria Kerja Pemerintatr Desa.

l

, , i ,*""tat
(1) Tata cara pembagian, penetaparr besaran Dana Desa setiap desa,

penyaluran, penggunaan, lxlaporan, evaluasi dan sanksi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. ,

(2) Peraturan Bupati sebagaipana dimaksud dalam ayat (l) disermpaikan
kepada Menteri.dengan tembusan Gubernur.

,Begtal Kodur i

Pengeloloon Alokast DaDt Dcss

Pag&l 32
Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah ADD setiap tatrun anggaran
ADD sebagaimana dimaksud;pada ayat (1) paling sedikit 10ozi, (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten .dalam
Anggaran dan Pendapatan pelanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus. , ; ,

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dima]<sud Padir aYqt

mempertimbangkan :

a. Kebutuhan pengatrasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
b. Jumlah penduduk desa, arlgka kemiskinan desa, luas wilayah desa,

dan tingkat kesulitarr geogra{is desa.
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, P8881 33
(1) Pengalokasian ADD sebagaipana dimaksud

ditetapkan dengan Peraturanr Bupati.
(2) Ketentuan mengenai peturtjuk dan tata .cara

dengan Perahrrarr BuPati.

Passl 34
(1) penggunaan d,ana desa diqusyawarahkan antara Pemerintatr Desa dengart

BpD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDeq tahun yang

bersarrgkutan - :

(21 Semua penerimaan dan ,per-rgeluaran keuangan sebagai , akibat
diberilcannya perimbq#g"rr, k6uangan kabupaten dan .desa dicatat dan
dibukqkan datAn bulru adrb,inistrasi keunagan desa oleh Bendahara Desa

(g) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh
Pemerintatr Desa. 

r

(4) Kebutuhan pembangu4arr rptcfnat desa menjadi tanggu:lg jawab desa.

i Brdrn Ko+lgr
Tanggung JpfrFU Kepatn Desa drn BPD

:

(1) thrgas dan tanggung jawab r6ff;i5sa dahm pelatcsanaan pengebLan
keuangan desa adalah :

a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintalr desa, BPD, dan
elemen desa terkait lainriya,mengenai rencana.penggunaan dana ;

b. Mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggpnaan
darr.a keuangan ;

c. Men5rusun rancangan peraturan desa tentang APBDes yang setelah
mendapat persetujqn BPD,ditetapkgn menjadi peraturan desa ;

d. Bertanggungjawab qt r penggunaan keuangan desa. l

(2) Ttrgas dan tanggung jayab PPD dalarn pelaksanaan pengetolaan kedangan
desa:

a. Bersarna - sarna pemerintalr desa menJrusun lancangan peraturan desa
tentang APBDes, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan
keuangan; 

:

b. Mengawasi penggu+aan keuangan desa baik tertib adrninistrasi
maupun pelaksanaan dilapangan ;

c. Meminta pertanggung jawaban Kepala desa atas penggunaan lceuangan
desa.

,:

AnGGARAn PE[tpApArAn DArr BEL/II|JA DESA
;

t,:,

Passl 36
.1

bagian pendapatan desa,

t

pada pasal 31 aYat (1)

pengalok:sian ADD diatur

belanja clesa ddn

ri

(1) APBDes terdiri atas
pembiayaan.

(2) Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan d,inusyawaratrkryl
bersana BPD.
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(1)

(21

(g) Sesuai dengan hasil rnusyawatah sebagaimana dimaksud pada,ayat (21,'

Kepala Desa menetapkan AP-BDes setiap tahun dengan Perahrran Desa.

. r Pa88l 37
Rancalgan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan. Desa paling la:nllat bulan
Oktober tahun berjalan. :

Ra;1casgal Peraturan Desa, te-r.ltang APBDes sebagaimana dimalcsud pada

ayat (1) disampaikan ,oleh1 Kgp"t" Desa kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 3,(tiga) hari sfja\ disepakati untuk dievaluasi.
Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkarr paling la.rnbat tanggal
31 Desember tahun anggaran berjalan. 

.

Pessl 38
(1) Sebelum penJrusunqn rancangan APBDes ditakukan oleh Pemcrintahan

Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bupati menginforrnasikan
rencana ADD, bagran bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa,
serta bantuan keuangan yang'bersumber dari Anggaran Pendapatan darr
Belanja Daerah Kabupaten kepada Kepala Desa. . .

(2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimahsud pada ayat (1)

kepada Kepda -Desa .datap pangka waktu 10. (sepuluh) hari setelah
kebijakan umum anggaran :den prioritas serta plafon anggaran sementara
disepakati Bupati bersana Dewan Petwalcilan Ralcyat Daeratr.

(3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
':penJrusunan ra.ncangan APBDes.

,l

i

Pasal 39
(1) Belanja Desa yafg ditetapkgn dalam APBDes digunakan paling serlilcit 7O

o/o (ttrjuh puluh perseratus)'dari jumlah anggaran belanja desa diggna[an
untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintatran Desa, petahsarural
pembangunart de sa, pembinaan kemasyarakatan de sa, dan pemberda54ann
masyarakat desa. 

i

(2) Belar$a Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling banyak 3O
% (ttga puluh perserahrs) dari jumlah anggaran belanja desa'digunakan
untuk :

a. Penghasilan teta,p ttrnjarlgar-r Kepala Desa dar.r perangkat desa; '.

b. Operasional Pemer:intah P"q";
c. Tunjangan dan operasional BPD;
d.' Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pssal .tO
Pedoman penyusunan APBDes,, penrbahan APBDes, Perhitr"rngan APBDes dan
pertanggung jawaban pelahsanaan APBDes ditetapkan ;dengan peraturan
Bupati. 

;
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PtuBrt{AAr/ PENGAWASAX

Paral 41 '

(1) pgmbinaan atas pengggnaarr: pelaksanaall' pengelolaan keuangan desa'

dilakukal oleh Pemerintah tingkat kabupaten dan tingkirt keca'rnatan'

(2) 1tm Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan' dengart

KePutusanBuPati' ' : :

Paral 42

Pengawasan dan penggunaanl pengelolaan keuangan desa dilal:r'rkan oleh

Inspektorat Daerah
:

BAB VII
I(BTENTUAN PENUTUP

I

I lParal 43
pada saat Peraturan Daeratl ini mulai berlaku, maka Peraturan Daeratt

Kabupaten Buol Nomor 17:1sh'uri2o01 tentang Kedudukan Keuarigaq Kepala

Desa dan Perangkat Desa (lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2OO1

Nomor l7Seri D Nomor 11) dicabut aan dinyatakan tidak berlaku.

'

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya,, memerintahkan perundangannya Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kirbupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI BUOL,

*r*ffi*
di Buol

2015

ABD. IIAMID
I

DAERAFI I(ABUPATEN BUOL
TAHUN 2015 NOMOR
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ATAS

PTJRAIURAIT DAERAII TABI'PATEIS BUOL i

ilouoR I TAEI'tt 2015
l

TIIYTAI{G

PENGEIOI"AAT{ TEUANGAIT DESA
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Batrwa dengan Diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa, maka penyelcngga.raan uruaan pemerintahan desa y€ng

menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan

belanja desa, APBN, APBD provinsi dan APBD l(abupaten.
Guna penyelenggaraan urusannya desa hams..memiliki Keuangan Desa

sebagai kelalcaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa,

baik untuk pembangunas uraupun untuk hal - hal yahg lainnya.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa agar '.sesuai

dengag rencana, baik unhlk pelaksanaan pembangUnan jangka
panjang, jangka menengalr maupun jangka Pa;Ijang perlu adarrya
pengelolaan keuangan de$a, maka salah ; satu ;hal yang hanrs
dilaksananakan oleh daeralr adalatr menetapkan .peraturan daeratt
kabupaten buol tentang keuangan desa.

U. PASAL DEilI PAAAL

Pasa] I
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas 

.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 5

Ayat (1)

CukuP JeIAS

Ayat (21 i

Cukup Jelas
Ayat (3) 

i

Cukup Jelas ,

.i.
I
i

t

fr

Pasal 6 , j

Ayat (1)
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CukuP Jelas

AYat (2)

CukuP Jelas

AYat (3)

CukuP Jelas
AYat (a)

CukuP Jelas

Pasal 7
AYat (1)

CukuP Jelas
AYat (2)

CulmP J"F"
AYat (3)

CuImP Jelas

Pasal 8
CukuP Jelas

Pasal 9
CulnrP Jelas

Pasal 10
AYat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

Cukr:P Jelas
Ayat (3)

CukuP JCI,as

Pasal 11

Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP Jelas
Pasal 12

Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelas
AYat (a)

CukuP Jelas
Ayat (5)

CukuP Jelas
Ayat (6)

CukuP Jelas
Pasal 13

Ayat (r)
CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas
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Pasal

Pasal 1'5

AYat (1)

CulnrP Jelas
AYat (2) '

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelas
Pasal 16

AYat (1)

Cuk:P Jelas
Ayat (2)

CukuP JeLas

Ayat (3)

CukuP Jelas
Pasal 17

Culnrp Jelas
Pasal 18

Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelas
Pasal 19

AYat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukrrP Jelas
' Ayat (3)

CukuP Jelas
Pasal 2O

AYat (1)

CuklrP.Ielas
AYat (2)

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelaq

Pasal 2 I
CukuP Jelas i

L4
Ayat (1)

CukuP Jelas I

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan

dipungut oleh desa adalah

Desa.

:

punguta-n reribusi Yang ' telah

Pasar Desa Yang meruPalcan Aset
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Pasr,J22 !

AYat (1)

CukuP Jelas

AYat (2)

CukuP Jelas

AYat (3)

CukuP Jelas

AYat (a)

CukuP Jelas

Pasal 23
AYat (1)

CulmP Jelas
AYat (2) 

,

CukuP Jelas

Pasal 24 :

CukuP Jelas
Pasal 25

Cukr-rP Jelas
Pasal 26

AYat (1)

CukuP Jelas
AYat (2)

Cukr-rP Jelas

Pasal27
AYat ( 1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

Cu[uP Jelas
Ayat (3)

CukuP Jelas
AYat (4)

CukuP Jolas
Pasal 28

AYat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2)

CukuP Jel,as

Ayat (3)

CukuP JelaP

AYat (a)

CukuP JelaP

Pasal 29
Ayat (1)

CukuP Jelas
Ayat (2) , '

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukqp Jelas
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Pasal 3O

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Culnrp Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas 1

Pasal 32
Ayat (1) i

Cukup Jclas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Culnrp Jel,as
Pasa] 33

Ayat (1),

Cukup Jelas
Ayat (21

Cukup Jelas
Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (21

Culmp Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (a)

Cukup Jelas
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 36

Ayat (1) ;

Cukup Jelas
Ayat {21 .

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 37

Ayat (l)
Cnkup Jelas

Ayat (21

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
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